Menimbang :

Mengingat

BUPATI BURU SELATAN
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1

BUPATI BURU SELATAN,

bahwa Pembangunan Daerah merupakan bagian integral
dari Pembangunan  Nasional, sehingga  perlu
diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk
menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa
mengurangi kewenangan daerah sesuai semangat
desentralisasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;

bahwa  konsistensi perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengawasan dan sinergitas pembagunan
antar daerah untuk S5 (lima) tahun kedepan perlu
dilakukan secara efektif,efisien, berkeadilan dan
berkelanjutan;

bahwa untuk pedoman dan acuan dalam menetapkan
arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum program satuan kerja
perangkat daerah maupun program kewilayahan yang
disertai rencana kerja dalam kerangka regulasi dan
pendanaan bersifat indikatif, diperlukan perencanaan
daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Buru Selatan Tahun 2021 -2026;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undabng-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

10.

19) dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 34355) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undabng-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID
19) dan/atauDalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Kabupaten Buru Selatan, (Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 105, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4878);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817},

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Serta dan Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 29
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-2029, Lembaran
Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2012 Nomor 30;
Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 02
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun 2009-
2029, Lembaran Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun

2013 Nomor 48.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN

Menetapkan :

dan
BUPATI BURU SELATAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN

2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

2.

3.
4

Daerah adalah Kabupaten Buru Selatan.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buru

Selatan.
Bupati adalah Bupati Buru Selatan.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya

disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Buru Selatan.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang
selanjutnya disebut BAPELITBANG adalah Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buru
Selatan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan,
dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
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7. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan

oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai

tujuan bernegara. |
8. Pembangunan Daerah adalah bagian dar kesatuan

sistem pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh
semua komponen masyarakat dan pemerintah menurut
prakarsa daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

9. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu
kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk
menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam
jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang
dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan
masyarakatditingkat pusat dan daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disebut ‘RPJP Daerah adalahdokumen
perencanaan periode 20 (dua puluh) tahun.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya disebut RPJM Daera hadalah dokumen
perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

12, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut Renstra-OPD adalah dokumen
perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

13.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kera
Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah
dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

16. Misi adalah rumusan umum mengenal upaya-upaya
yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

17. Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan
dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional
dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan
dan program.

18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh
Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

19. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu
atau lebih kegiatan yang dilaksanakan olehinstansi
pemerintah /lembaga atau masyarakat yang
dikoordinasikan oleh  instansi pemerintahuntuk
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi
anggaran.

20. Program Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
sekumpulan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah.

21. Program Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
sekumpulan rencana kerja beberapa Satuan Kerja
Perangkat Daerah.

22, Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah
sekumpulan rencana kerja terpadu antar Satuan Kerja
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Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa

wilayah, daerah atau kawasan.

23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan
oleh satu atau beberapa satuan kerja, sebagai bagian
dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumber daya, baik yang berupa personil (SDM), barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau
kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan  keluaran  (output) dalam  bentuk

barang/jasa. | |
24.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut

SPM adalah tolok ukur kinerja daerah untuk menjamin
akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.

25. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
selanjutnya disebut Musrenbang adalah forumantar
pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan

daerah.

BAB Il
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJM Daerah adalah memberkan
arah penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan
pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat
Daerah guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan

kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMD adalah untuk mewujudkan
keadaan yang diinginkan dalam waktu 5 (lima)] tahun
mendatang dalam rangka kelanjutan pembangunan jangka
panjang, sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-
cita masyarakat Daerah.

BAB 1l
SISTEMATIKA RPJM DAERAH

Pasal 4

(1) Sistematika RPJMD Kabupaten Buru Selatan Tahun
2021-2026, disusun sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN
BABII GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BABIII GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
BABYV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
PEMBANGUNAN

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMBANGUNAN DAERAH
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BAB VIl KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN
PROGRAM PERANGKAT DAERAH

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH

BAB IX PENUTUP.

(2) RPJMD Kabugaten Buru Selatan Tahun 2021-2026
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

lamgiran yang merupakan satu kesatuan tidak
terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berllaku sejak tanggal
diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkan
dalam Lembaran Daerah kabupaten Buru selatan.

D1tetapkan di Namrole
pada tanggal 21 Desember 2021

Diundangkan di Namrole
/pada tanggal 21 Desember 2021
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 4

NOREG PERTURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN, PROVINSI
MALUKU NOMOR 4/58/2021
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BURU SELATAN TAHUN 2021-2026

I. MUM

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah maka perlu menetapkan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Buru Selatan Tahun
2021-2026 dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BURU SELATAN NOMOR 4
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